SOSIALISAS|I PERMENTAN NO. 07 TAHUN 2022
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DEFINISI

Benturan Kepentingan adalah

Situasi dimana pegawai yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Gratifikasi adalah

pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah

bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada
Aparatur Sipil Negara terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan
yang bersifat membangun

INSPEKTORAT INVESTIGASI







DEFINISI BENTURAN KEPENTINGAN

“Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam
penggunaan wewenang schingga dapat mempengaruhi netralitas dan
kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya”.

(UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

s

Situasi dimana Penyelenggaran Negara memiliki atau patut di duga
memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau

tindakannya”
(PERMENPAN RB 37/2012 Ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan)

Situasi dimana pegawai yang memiliki kewenangan dan patut diduga
memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang sehingga

dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”.
(Permentan 7/2022 ttg Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian
Gratifikasi, dan Pengelolaan DUMAS Lingkup Kementerian Pertanian)




PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (Pasal 3)

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui
peningkatan pemahaman dan kesadaran Pegawai terhadap
bentuk dan sumber Benturan Kepentingan



Bentuk Benturan Kepentingan (Pasal 4)

a. penerimaan Gratifikasi;

b. penggunaan aset Kementerian Pertanian untuk
kepentingan pribadi atau golongan;

c. penggunaan informasi rahasia Kementerian Pertanian
untuk kepentingan pribadi atau golongan;

d. Perangkapan Jabatan di beberapa instansi yang dapat
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya;

e. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu
tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang
seharusnya diberlakukan;



Bentuk Benturan Kepentingan (Lanjutan)

f. pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya

pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi atau pihak lain yang
berkepentingan;

g.pelaksanaan Pelayanan Publik tidak sesuai prosedur karena adanya

pengaruh atau harapan dari pengguna layanan atau pihak lain yang
berkepentingan;

h.penetapan keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang
berkepentingan;

i. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

j. penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan

k.pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.



Sumber Benturan
Kepentingan (Pasal 5)

a. Penyalahgunaan wewenang
b. Perangkapan Jabatan

c. Hubungan Afiliasi
d. Gratifikasi

e. Suap, dan / atau

f. Kelemahan Sistem Organiasi



Tata Cara Penanganan
Benting terdiri atas (Pasal 6):

i

Identifikasi potensi dan
kegiatan pencegahan

Penyelesaian Benturan
Kepentingan



|dentifikasi Potensi dan kegiatan Pencegahan Benturan

Kepentingan (Pasal 7)

1. Setiap pimpinan unit kerja wajib:

a. melakukan identifikasi potensi dan merancang kegiatan
pencegahan Benturan Kepentingan seluruh Pegawai di unit
kerja yang bersangkutan; dan

b. melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi
potensi Benturan Kepentingan dan rancangan kegiatan
pencegahan Benturan Kepentingan kepada seluruh Pegawai

di unit kerja yang bersangkutan

2. Berdasarkan hasil identifikasi potensi Benting, Pegawai yang
dinyatakan memiliki potensi Benting wajib melaporkan kepada atasan
langsung untuk dilakukan penelahaan potensi Benting



|dentifikasi Potensi dan kegiatan Pencegahan Benturan

Kepentingan - lanjutan

3. Kewajiban pelaporan potensi Benting kepada atasan langsung
dapat berasal dari penilaian pribadi pegawai

4. Hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan pencegahan
Benting dibuat sesuai dengan contoh Format 1 pada lampiran.

5. Laporan potensi Benting dibuat sesuai dengan Format 2 pada
lampiran



Penyelesaian Benturan Kepentingan

1. Penyelesaian Benting dilakukan berdasarkan laporan dugaan terjadinya Benting
2. Laporan disampaikan:

a. Kepada atasan langsung Terlapor Benting; atau
b. Melalui sistem Dumas dengan melampirkan bukti terkait
3. Penyelesaian pelaporan Benting yang disampaikan kepada atasan langsung dilakukan dengan mekanisme:

a. Atasan langsung Terlapor Benting memeriksa tentang kebenaran laporan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak lapran diterima

b. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan:

1. Tidak terdapat Benting, keputusan dan/atau tindakan Terlapor Benting tetap berlaku;
2. Terdapat Benting, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak dinyatakan adanya Benting, dilakukan

peninjauan Kembali terhadap keputusan dan/atau tindakan dari Terlapor Benting oleh atasan langsung
yang bersangkutan.

4. Terlapor Benting yang dinyatakan terdapat Benting, dikenai sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
5. Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada unit kerja

eselon | terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan
adanya Benting.



Pemantauan dan Evaluasi

1.

Pemantauan dan evaluasi penanganan Benting dilakukan oleh setiap unit kerja, paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

. Hasil pemantauan dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dilaporkan secara

berjenjang dan disampaikan oleh unit kerja Eselon I terkait kepada Inspektorat Jenderal
paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

a.

b.

. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan Benting paling sedikit memuat:

hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi dan rancangan kegiatan
pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;

implementasi hasil identifikasi dan rancangan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan

Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d.



* Proses pembuatan kebijakan Penyelenggaraan Negara (PN) yang berpihak kepada
suat.l#.li)ih.ak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian
gratifikasi;

* Proses pengeluaran ijin oleh PN kepada suatu pihak yang mengandung
ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun
pelanggaran terhadap hukum

* Proses pengangkatan/mutasi/promosi personal pegawai berdasarkan hubungan
kedekatan

* Proses pemilihan rekanan berdasarkan keputusan PN yang tidak professional
* Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan

* Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting Negara untuk
kepentingan pribadi

. Fangkap jabatan sebagai ekseskutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi
ainnya.



Jenis Benturan Kepentingan

Aktual Potensial Persepsi

e situasi dimana e situasi dimana e situasi dimana
seseorang memegang seseorang yang seseoran
jabatan atau memegang jabatan ﬂ
kewenangan dan - atau kewenagan dapat memiliki kepentingan
.dalam posisi dapat terpengaruh pribadi atau pihak lain
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ketika menjalankan

kepentingan pribadi
atau kelompok ketika
hendak melaksanakan
tugas

tugas

atau iihak lain F



Jenis Benturan Kepentingan

Aktual Potensial Persepsi

e situasi dimana e situasi dimana e situasi dimana
seseorang memegang seseorang yang seseoran
jabatan atau memegang jabatan ﬂ
kewenangan dan - atau kewenagan dapat memiliki kepentingan
.dalam posisi dapat terpengaruh pribadi atau pihak lain
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ketika menjalankan

kepentingan pribadi
atau kelompok ketika
hendak melaksanakan
tugas

tugas

atau iihak lain F



Format 1

CONTOH HASIL IDENTIFIKASI POTENSI DAN RANCANGAN KEGIATAN

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pejabat/
Urad Benturan LEERS
MNo. reian BEn Penyebahb Prosedur Pencegahan
1 2 3 4 5
1 |Esaluasi yang tidak objelctf Pmpinan dan wested interest, Keteladanan Pimpinan;
sang dipengaruhi target penyalaherunaan
kinerja Pimpinan. Pejabat terkait |wewenang, telcanan Meningkatlcan kualitas
politil CQualityfssurance;
2 |Proses pengadaan barang dasn |Pimpinan dan Hubungan afiliasi, - Pengadaan B/J sesuai
jasa yang tidak transparan keterbatassm SDM, Eetentuan;
atau profesional yang Pejabat terkait |potensi gratifilcasi,
menpuntunglan pihak vested nteres, - Mendorong Pejabat yang
tertemntin. penyalsheunaan mempunyal benturan
WeWeNnang kepentingan umntuk
menyatalkan ketidalc-
independensiannya;

- Keteladanan Pimpinan;

- probity audif;

- Pemberian sanksi yang tegas
terhadap pelangsarsn dalam
rangka menimbulkan efelc
jera.

3 |Pengpunasn fasilitas jabatan |Pmpinan dan Hubungan afiliasi, Pemutslkhiran SOPF

untul kepentimgan pribadi. vested nteres, pemanfaatan asset;
Pejabat terkait |penyalahgunaan
WewWenang Mendorong Pejabat yang

mempunyai benturan
kepentingan umntuk
menyatalkan
ketidakindependensiannya;
HKeteladanan Pimpinan;
FPemberian sanksi yang tegas
terhadap pelangsaran dalam
rangka menimbulkan efelc
jera.

4 |Pejabat Fungsional Auditor PFA, Pimpinan |Kelurangan SDWM - Program diklat SDM

(PFA) melalt=analean tugas
sebagsai pengelola keuangsn di
umnit kerja.

pengelola keuangan
yang handal.

pengelolaan keuangan
joptimalizasi kapasitas SDM
unit kerja ybs);

Pemisahan fungsi antara PFA
g ditugaskan sbg pengelola
keunangan degn auditor vg
mengaudit keuangan unit
Eerja vhs;

5 |Melaksanakan kegiatan lain di|PFA, Pimpinan |Eetiadasn kode etik | - Menyempurnakan kode etik
huar tugas pada wakta pegawal yang ¥E mengatur cutside
menjalankan dinas luar. mengatur outside employment;

employment.
- Internalizasi kode etik dan
aturan perilalon pegawai;
- Pemberian sank=i dalam
rangka menimbulkan efel
JETA.

6 |Melakukan pengawasan fidal|PFA, Pimpinan |Hubungan afiliasi - Deklarasi PFA adanya potensi
sesual denpsn norma, standar benturan kepentingan karena
dan prosedur. [pertemanan| pertemanan.

7  |Rekomendasi dengan Pimpinan Hubungan afiliasi - Piagam Aundit [Audit Charter);
dipengaruhi hubungan
afiliasi. [pertemanan) - Komitmen pimpinan.

a Penetapan daerah tujusn PFA, Pimpinan | - Kepentingan - Perencanaan Perjalanan
perjalanan dinas dan Pribadi Dinas dan RDE yang
pelakzanasn RDK yang - Alasan Alcuntabel
didasarkan kepentingan Penyerapan
pribadifgolongan tanpa ada AnZEaTAN
pertimbangan profesional.

9 |Pembiaran tidak Pimpinan - Hubungan - Penyempurnaan aturan
melaksanakan lkewsjiban afiliaz dan SOF  pengawasan
tindak lanjut hasil [pertemanan] tindalk lanjut hasil

- — EnNgawASAL;
pengawazan. Telkansn Pimpinan) - Fo et Nilei-lNilas
Oreanizasi;
- Menciptakan keteladanan,
budaya komunikasi

terbuka dan penegakan
integritas.




Format 2

LAPORAN PEGAWATL YANG MEMILIKI POTENSI BEINTURAMN
KEPENTINGAN

Laporan Potensi Benturan Kepentingan

Yth. (atasan langsung/, pimpinan unit kerja)
i

ftempat)

Mernyuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... Tabun 2022 tentang
Penanganan Benturan Kepentingan Lingkuap Kementerian Pertanian berilkuat
disampailtan potensi benturan kepentingan untulk dimintalcan telashan potensi,

penyebab dan penanganannya sebagai berilkoat:

Nama - S
NI : N
Jabatan : RN
Unit kerja : e et eeaaeaaseenassaseimeesssassseesassaas
Uradan Benturan : RN
Hepentingan

Penyebalb : e e e e e e e e emaaeaaeeeeeeaaaaas

Demikian disampaikan untulk dapat dipertimbanglkat.
c-(tempat). ... (tanggal bulan tahun)

Pelapor

=
A

[ Wierria)

NIP.







PENGENDALIAN GRATIFIKASI

UPG Kementan terdiri atas:
a. Ketua;

b. Ketua Pelaksana;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

Sekretariat UPG Kementan berkedudukan di Inspektorat Investigasi.

Susunan keanggotaan dan struktur organisasi UPG Kementan ditetapkan dengan Keputusan Menteri

INSPEKTORAT INVESTIGASI




Pelaporan Gratifikasi

Pasal 17

(1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi
kepada UPG Kementan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kkerja terhitung sejak tanggal Gratifilkkasi diterima.

(2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggap pemberian vyang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya, Penerima Gratifikasi wajib menolalk
Gratifikasi.

(3) Penolakan Gratifikasi sebagaimana dimalksud pada

ayat (2) dinyatalkan dalam bentulk surat pernyataan
yvang dibuat sesuai dengan Format 3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada UPG Kementan sesual dengan

unit kerja Penerima Gratifikasi.

“Bukan tentang nominal,
tapi tentang rizki yang halal,
Kalau syukur tertanam di hati,
tak perlu terima gratifikasi,”



pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, analk/menantu,
anak angkat/wali wvang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kalkalk /adik /ipar, sepupu dan
keponakan, sepanjang tidak terdapat Benturan

Kepentingan;

INSPEKTORAT INVESTIGASI

PELAPORAN GRATIFIKASI YANG DIKECUALIKAN

diperoleh karena prestasi akademis atau non
alkademis
dengan biava sendiri dan tidak terkait dengan

(kejuaraan/perlombaan /kompetisi)

kedinasan;

keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
mvestasi, atau kepemilikan saham prbadi yvang
Berlalku Umuam;

manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian
atau organisasi Vang sejenis berdasarkan
keanggotaan vang Berlalaa Umuam;

perangkat atau perlengkapan vang diberikan
kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti
seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau
kegiatan sejenis yvang Berlalku Umuam;

hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, yvang dimaksuldkan sebagai alat promosi
atau sosialisasi ya_npmenggunaka_n logo atau
pesan sosialisasi, sepanjang tidak memilika

Benturan Kepentingan dan Berlaku Umum;




&

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari
kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang
diitkuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait
dengan kedinasan;

penghargaan berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang
diberikan oleh  pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher,
point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum
dan tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi diluar
kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan
tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
Benturan Kepentingan dan tidak melanggar
peraturan/kode etik  pegawai/pejabat yang
bersangkutan;

INSPEKTORAT INVESTIGASI

karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan
dalam acara seperti pertunangan, pernikahan,
kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan,
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya,
pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
pemberian  terkait dengan  pertunangan,
pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan,
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya
dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) setiap pemberi;

pemberian terkait dengan musibah atau bencana
yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami,
istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau
menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak

terdapat Benturan Kepentingan dan memenuhi

kewajaran atau kepatutan;

pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka
pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau
ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya paling banyak senilai
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap
pemberian perorang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang
tidak terdapat Benturan Kepentingan;

pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam
bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak
terkait  kedinasan  paling banyak  senilai
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap
pemberian per orang, dengan total pemberian
tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

pemberian berupa hidangan atau sajian yang

Berlaku Umum; dan/atau

pemberian cendera mata/plakat kepada instansi
dalam rangka hubungan kedinasan dan
kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar
negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu

Pegawai atau Penyelenggara Negara.






PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

* Pengelolaan Dumas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan
(UPP) Dumas, terdiri dari:

- UPP Dumas tingkat Kementerian Pertanian B Inspektorat Investigasi

- UPP Dumas tingkat Unit Kerja Eselon | ®» Ses Ditjen/Badan, Biro yg
menangani Humas dan Pengelolaan Informasi Publik

- UPP Dumas tingkat Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Unit kerja yang
menangani pelayanan publik, humas, atau evaluasi/pelaporan tingkat

UKPP

INSPEKTORAT INVESTIGASI




PENGELOLA DUMAS

* Dalam melaksanakan tugas UPP ditetapkan pengelola Dumas

* Pengelola Dumas Tingkat Kementerian ditetapkan oleh Inspektur
Jendera

* Pengelola Dumas tingkat Unit Kerja Es | dan UKPP ditetapkan oleh
pimpinan unit kerja masing-masing

* Pengelola Dumas ditetapkan dengan ketentuan:

- Pejabat atau Pegawai yg melaksanakan fungsi terkait Dumas,
Pelayanan Publik, Humas, dan Evaluasi/Laporan

- Paling sedikit terdiri: 1 orang ketua, dan 2 orang anggota (salah
satunya sbg ADMIN)

INSPEKTORAT INVESTIGASI




TATA CARA PENGADUAN DUMAS

* Pengelola Dumas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan Dumas

 Dumas yang dinyatakan lengkap berdasar hasil verifikasi ditanggapi oleh pengelola Dumas dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dumas diterima oleh pengelola
Dumas

« Dumas yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi, disampaikan kembali oleh
pengelola Dumas kepada Pelapor Dumas untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak Dumas diterima pengelola Dumas

« Apabila dalam jangka waktu berkas laporan Dumas tidak dilengkapi, laporan Dumas dianggap
dicabut.

 Dumas yang telah lengkap diklasifikasikan sebagai:
- Dumas Berkadar Pengawasan; atau

- Dumas Berkadar Pengawasan

INSPEKTORAT INVESTIGASI



KLASIFIKASI DUMAS

DUMAS BERKADAR
PENGAWASAN

Informasi mengenai indikasi
terjadi penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang
oleh Aparatur Sipil Negara
Kementerian Pertanian, pihak
ketiga, atau masyarakat yang

mengakibatkan kerugian
masyarakat/negara dalam
penyelenggaraan

pemerintahan

DUMAS TIDAK
BERKADAR
PENGAWASAN

Informasi mengenai saran
dan kritik yang konstruktif
sebagai upaya perbaikan
Pelayanan  Publik  dalam
penyelenggaraan
pemerintahan



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

* Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dumas dilakukan oleh pengelola Dumas terhadap penyelesaian
Dumas pada penyelenggara Pelayanan Publik

* Pemantauan penyelesaian Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Dumas Tidak Berkadar Pengawasan, paling lambat 8 (delapan) hari; dan
b. Dumas Berkadar Pengawasan, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari,
sebelum batas waktu penyelesaian Dumas berakhir

* Evaluasi dilakukan berdasarkan jenis pengaduan yang diterima, permasalahan pengelolaan dan
penyelesaian Dumas, serta tindak lanjut hasil evaluasi.
* Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan
* Hasil Pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Pengelola Dumas kepada Pimpinan unit kerja Pengelola
Dumas
* Laporan paling sedikit memuat:
- Jumlah dan jenis Dumas yang diterima

- Dumas dalam penyelesaian/penanganan pengaduan
- Dumas dalam penyelesaian/penanganan pengaduan dapat berupa Dumas yang berlum ditindaklanjuti, belum
diselesaikan, atau yang telah selesai diproses

INSPEKTORAT INVESTIGASI




SARANA PELAPORAN

Q Beands  layanan  Kriteia CaraMelspor FAQ  Kontak | Kelolalsporan )

KELOLALAPORAN

Whistleblower's
System

. tapi
, anda bisa

S 1 G AP

SISTEM INFORMASI GRATIFIKASI PERTANIAN

pelaporan anda akan dijamin.

( Kelolataporan )

dumas.pertanian.go.id

dumas.pertanian.go.id wbs.pertanian.go.id sigap-upg.pertanian.go.id

SALURAN PENGADUAN INTERNAL KEMENTAN
(081112122023)



TERIMA KASIH

“Mari Kita Berpartisipasi Aktif Wujudkan PERTANIAN
MAJU, MANDIRI, MODERN TANPA KORUPSI”

INSPEKTORAT JENDERAL
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